
                                                                54        UNIVERSITAS BUNG HATTA 

BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil Analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaturan Hukum Mengenai Keterlibatan Prajurit TNI Aktif Dalam 

Jabatan Sipil Menurut Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu 

Pengaturan hukum mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan 

sipil menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengalami perluasan 

signifikan, dari sebelumnya 10 menjadi 14 instansi yang dapat diisi oleh 

prajurit aktif. Meskipun secara hukum hal ini memberikan kepastian 

normatif, namun menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas TNI, 

profesionalisme militer, serta prinsip supremasi sipil dalam sistem 

demokrasi. Oleh karena itu, implementasinya perlu diawasi ketat agar 

tidak bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip negara hukum. 

2. Dampak Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit TNI Aktif Sebelum Adanya 

Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yaitu: 

a. Menimbulkan Risiko Militerisasi Jabatan Sipil 

b. Mempengaruhi Supremasi Sipil & Checks and Balances 

c. Mengganggu Profesionalisme TNI  

d. Proses Legislasi Yang Tertutup & Minim Transparansi Publik  

B. SARAN 

1. Pemerintah dan DPR hendaknya melakukan evaluasi dan pengawasan 

yang ketat terhadap pelaksanaan Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 

2025 agar penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tidak melemahkan 
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prinsip netralitas TNI dan supremasi sipil. 

2. Perlu dibangun mekanisme pengawasan independen untuk mencegah 

dominasi militer dalam jabatan sipil dan menghindari kembalinya 

praktik dwifungsi militer. 

3. Proses pembentukan dan revisi undang-undang yang berhubungan 

dengan militer dan jabatan sipil harus dilakukan secara terbuka, inklusif, 

dan partisipatif dengan melibatkan publik dan para ahli. 
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